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ABSTRAK 

 

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara khususnya di Indonesia 

sangat memperihatinkan, penduduk yang bertambah banyak  dan dibawah garis 

kemiskinan bukanlah karena persoalan sumber daya alam yang kurang akan tetapi 

rendahnya tingkat kesadaran sesama manusia. Indonesia merupakan negara yang 

warga negaranya mayoritas menganut agama Islam, hal ini menjadi berpotensi ketika 

wakaf tunai dikembangakn di Indonesia. Wakaf tunai di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. Peraturan tersebut yang menjadi landasan wakaf tunai yang 

berkembang di Indonesia saat ini, karena dengan wakaf uang kemiskinan di Indonesia 

dapat teratasi, selain adanya lembaga zakat, infaq dan sodaqah.  

Skripsi ini meneliti tentang pengelolaan dana wakaf tunai dalam aspek etika 

bisnis Islam. Penelitian ini dilatarbelakangai oleh bagaimana cara penghimpunan 

dana wakaf tunai di LWP NU DIY yang menjadi salah satu lembaga dari PWNU 

DIY. Program LWP NU dalam memanfaatkan dana bagi hasil dari dana pokok wakaf 

tunai yang disimpan bank BPD DIY Syari’ah melalui deposito muḍārabah untuk 

disalurkan ke mauqūf’ alaih tanpa adanya jaminan, selain itu untuk mengetahui 

seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan dengan adanya bantuan modal dana bagi 

hasil dari wakaf tunai untuk mauqūf’ alaih. Program yang digulirkan oleh LWP NU 

DIY yaitu pinjaman dana bagi hasil wakaf tunai, progran tersebut sudah berjalan 

kurang lebih 2 tahun dari awal tahun 2012. 

Metode pengumpulan data dalam  skripsi ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research) yang bertujuan untuk menganalis etika bisnis Islam dalam 

pengelolaan dana wakaf tunai yang ada di LWP NU. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitik yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan filosofis ata kaidah 

moral. 

Hasil penelitian ini berguna untuk memantau sejauh mana wakaf tunai 

menjadi instrumen untuk perekonomian masyarakat usaha mikro. Dalam sistem 

pengelolaan di LWP NU dianalisis etika bisnis Islam, sehingga akan diketahui sejauh 

mana penerapan etika bisnis Islam dalam lembaganya maupun dalam penyaluran 

dana bagi hasil wakaf untuk kesejahteraan umat.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama 

dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 

0543/U/1987 

A. Konsonan tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B be ة

 Ta‟ T te د

 Sa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha‟ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ز

 Zai Z zet ش

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za‟ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik diatas„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 wawu W We‟ و

 Ha‟ H Ha ھ

 Hamzah „ Aposprof ء

ً Ya‟ Y Ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah يتعدّدح

 Ditulis „iddah عدّح

 

C. Ta‟ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis ḥikmah حكًخ

 Ditulis „illah عهخ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 
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 ‟Ditulis Karāmah al-auliyā كسايخ الأونيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakāh al-fiṭr شكبح انفطس

 

D. Vokal pendek 

 ــَـــ

 فعم

Fathah Ditulis 

Ditulis 

A 

Fa‟ala 

 ــِـــ

 ذكس

Kasrah Ditulis 

Ditulis 

I 

żukira 

 ــُـــ

 ير ھت

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 fathah + alif 

 جبھهيخ

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Jāhiliyyah 

2 Fathah + ya‟ mati 

 تُسي

Ditulis 

Ditulis 

ā 

tansā 

3 Kasrah + ya‟ mati 

 كسيى

Ditulis 

Ditulis 

ī 

karīm 

4 Dammah + wawu mati 

 فسوض

Ditulis 

Ditulis 

ū 

furūḍ 

 

 

 

F. Vokal rangkap 

1 Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
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 Ditulis bainakum ثيُكى

2 Fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a'antum أأَتى

 Ditulis u‟iddat أعدح

 Ditulis la‟in syakartum نئٍ شكستى

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 Ditulis Al-Qur‟ān انقسأٌ

 Ditulis Al-Qiyās انقيبس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samā انسًبء

 Ditulis As-Syams انشًس

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

 Ditulis żawī al-furūḍ ذوى انفسوض

 Ditulis ahl as-Sunnah اھم انسُخ
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang sudah ada sejak 

kedatangan agama Islam. Dalam sejarah, terbukti bahwa lembaga wakaf telah 

menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat 

kekhalifahan yang ada.  Akan tetapi, seiring dengan runtuhnya kekhalifahan yang 

ada, maka peranan wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar.
1
 

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang 

sudah mapan. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang 

sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan 

kebudayaan masyarakat Islam. Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding 

dengan negara-negara yang mayoritas berpendudukan Islam lain, seperti  Mesir, 

Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki, mereka jauh–jauh hari sudah mengelola 

wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduknya minor, 

pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakaf 

jika di kurskan berjumlah 250 juta dolar Singapura. Untuk mengelolanya, Majelis 

                                                           
1
 Nasution (ed)  dkk, Wakaf Tunai- Inovasi Finansial Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Program 

Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm.5. 
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Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real 

Estate Singapura.
2
 

Dalam ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan kepada seluruh umat 

manusia dapat melalui zakat, infaq  atau wakaf. Zakat dan infaq telah kita kenal 

dan sering kita dengar pengelolaannya, tapi jika menyebut wakaf konotasinya 

langsung pada masjid, kuburan, gedung, dan tanah-tanah yayasan. Sebenarnya  

kesadaran umat Islam di Indonesia untuk memberikan tanah wakaf cukup tinggi, 

namun karena wakaf masih berorientasi pada pembangunan fisik yang tidak 

produktif, maka tanah wakaf tidak memberikan perubahan ekonomi yang lebih 

baik kepada umat Islam. 

Uraian di atas sudah jelas wakaf menjadi salah satu instrumen penting 

dalam pengembangan ekonomi umat. Karena itu sudah selayaknya umat Islam 

Indonesia merekontruksi pengelolaan wakaf, agar harta wakaf dapat digunakan 

sebagai salah satu instrumen pendorong kegiatan ekonomi umat. Apabila saat ini 

di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perwakafan, maka kegiatan 

perwakafan di tanah air akan lebih kondusif, bagi para wakif akan merasa tenang 

saat mewakafkan hartanya, karena telah mendapat perlindungan Undang-undang. 

Di Indonesia, perwakafan diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 28 

Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan saat ini kita telah memiliki 

                                                           
2
 Syafrudin Arif, “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan 

Islam”, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, vol. IV, No.1, Juli 2010, hlm. 87. 
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Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah 

tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai 

suatu lembaga Islam, wakaf menjadi salah satu penunjang perkembangan 

perekonomian masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. 

Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat  403.845 

lokasi tanah wakaf dengan luas 1.566.672.406 m
2. 

Dari total jumlah wakaf yang 

begitu banyaknya 75% di antaranya sudah bersertifikat dan 10% memiliki potensi 

ekonomi yang tinggi dan sisanya belum terdata atau bersertifikat.
3
 

Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa peruntukan wakaf hanya 

sebatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim 

dilaksanakan di Indonesia seperti masjid, mushola, ponpes, sekolah, makam dan 

sebagainya.
4
 Substansi dari wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, dalam 

kajian fiqih klasik sekalipun sering muncul ide revitalisasi fikih muamalat dalam 

perspektif maqāṢid asy-Syarī‟ah yang dalam pandangan Umar Capra (1992) 

bermuara pada al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang universal) termasuk 

upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan 

dan kekayaan.
5
 Gagasan terhadap wakaf tunai yang dipopulerkan melalui 

pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBlL) di Banglades yang dikemas 

dalam mekanisme instrument Cash Waqf Certificate telah memberikan alternatif 

                                                           
3
 Tim Departemen Agama, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, cet. ke-4 

(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.  2. 

4
 Ibid,. hlm. 4. 
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solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model wakaf tunai 

adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis sosial. Wakaf tunai sangat 

relevan memberikan modal mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang 

digarap secara profesional dan amanah dalam fund management nya di tengah 

keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi 

domestik dan sindrom capital flight. 
6
 

Dari keterangan di atas, keberadaan model wakaf tunai menjadi instrumen 

pengisi badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Pengelolaan 

wakaf tunai itu sendiri harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk 

itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara professional, akan 

tetapi budaya transparasi serta akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang 

harus diwujudkan. Agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata 

kepada masyarakat seluas-luasnya, maka diperlukan sistem pengelolaan yang 

berstandar professional. 

Secara terperinci, obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf tunai dalam 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf 

hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal 

15). 
7
 Undang-undang tentang wakaf tunai ini memberikan keleluasaan bagi umat 

Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu menunggu kaya 

                                                           
6
 Ibid,. hlm. 117. 

7
 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih  Hukum Positif dan Manajemen ( 

Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 31. 
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terlebih dahulu. Mereka dapat menyisihkan sebagian rizkinya untuk wakaf uang 

atau bahkan dapat menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara berjangka. 

Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan 

kesejahteraan umat Islam. 

Beberapa lembaga amil dan wakaf telah banyak menerima, mengelola dan 

menyalurkan dana wakaf tunai. Seperti pada  Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU 

DIY atau yang sering disingkat dengan LWP NU DIY, dimana lembaga tersebut 

khusus mengelola perwakafan. Dana tersebut dihimpun dari masyarakat yang 

ingin berwakaf melalui LWP NU DIY dengan akad wakaf. Dana wakaf yang 

terkumpul, bagi hasilnya lalu dikelola dengan cara dipinjamkan kepada mauqūf‟ 

alaih sebagai dana modal untuk usaha tanpa biaya administrasi, nantinya hasil 

keuntungan dari operasional usaha yang di pinjam oleh mauqūf‟ alaih tersebut 

dapat dikembalikan kepada nazir secara bertahap sesuai nominal yang dipinjam. 

Mauqūf‟ alaih yang mendapatan dana pinjaman dari dana bagi hasil wakaf tunai 

di LWP NU DIY dari berbagai profesi seperti buruh tani, penjahit, penjual sayur, 

penjual es, dan lain sebagainya. Mauqūf‟ alaih tersebut memerlukan bantuan 

modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Para nazir perlu bekerja sama 

dengan pihak ketiga yaitu bank BPD DIY Syariah. Bank BPD DIY Syariah 

tersebut bertugas sebagai kasir sekaligus tempat untuk menyimpan dana pokok 

wakaf tunai. Akan tetapi ketika dana bagi hasil wakaf tunai tersebut dipinjamkan 

kepada mauqūf‟ alaih tanpa biaya administrasi dan tanpa jaminan hal tersebut 

ketika terjadi resiko angsuran macet dan ketika usaha yang dikembangkan sedang 

mengalami kerugian  maka jaminan tersebut sangat diperlukan guna mengurangi 
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resiko-resiko kredit macet tersebut. Sedang harta yang telah diwakafkan haruslah 

bersifat abadi tidak boleh berkurang dan dana bagi hasil dari wakaf tunai yang 

telah digulirkan haruslah segera dikembalikan untuk disalurkan manfaatnya 

kepada mauqūf‟ alaih lainnya yang membutuhkan dana pinjaman untuk modal 

usaha.
8
 

Penelitian ini lebih fokus kepada pengelolaan dana wakaf tunai di LWP 

NU DIY dan etika bisnis Islam dalam pengelolaannya dari dana wakaf yang 

terkumpul kemudian bagi hasilnya diperuntukkan pada mauqūf‟ alaih untuk di 

produktifkan, dari dana bagi hasil wakaf tunai yang dipinjamkan tersebut tidak 

adanya jaminan khusus ketika dana bagi hasil wakaf tunai yang telah digulirkan 

tersebut mengalami kemacetan. Karena perubahan yang terjadi pada dana wakaf 

yang terkumpul dan disimpan di bank Syari’ah, kemudian bagi hasilnya 

dipinjamkan sebagai dana modal usaha, walaupun pada akhirnya juga 

menghasilkan mata uang kembali, namun dalam prosesnya apakah telah sesuai 

dengan etika bisnis Islam, maka kiranya perlu diadakan penelitian yang lebih 

mendalam. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Wawancara dengan Mamba’ul Bahri S.Th.I, Bendahara LWP NU, di Kantor PWNU 

DIY Jl.MT.Haryono No.40-42 Yogyakarta, tanggal 4 April 2014. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian 

ini dibatasi pada beberapa pokok permasalahan yang terjadi yaitu : 

1. Bagaimanakah praktik pengelolaan dana wakaf tunai di LWP NU DIY? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik pengelolaan dana 

wakaf tunai di LWP NU DIY?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Sesuai dengan pokok masalah yang ingin dicapai pada penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana wakaf uang/ 

tunai di LWP NU DIY. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap 

pengelolaan dana wakaf tunai di LWP NU DIY. 

2. Kegunaan 

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

keilmuan tentang wakaf tunai. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pendayagunaan 

wakaf tunai di masyarakat dari segi perekonomian. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi, kajian tentang pustaka sangatlah penting untuk 

menunjang dalam pembahasan tema ini, serta memberikan batasan bahwasanya 

tema yang penyusun ambil belum pernah diteliti ataupun dibahas. Penyusun juga 

melakukan pra riset serta wawancara terhadap pengelola LWP NU DIY, 

kemudian dikorelasikan dengan topik skripsi–skripsi yang mempunyai 

pembahasan yang sama terhadap wakaf tunai. Adapun karya ilmiah atau skripsi 

yang mempunyai pembahasan yang sama, yaitu wakaf tunai, adalah sebagai 

berikut: 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek 

Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Majid Jogokaryan Yogyakarta” yang disusun 

oleh Arsyad Alqureisyie pada tahun 2011.
9
 Tema dan skripsi tersebut menjelaskan 

tentang pengelolaan terhadap penerimaan wakaf tunai dan tahap pembangunan 

Islamic Center, dalam bentuk penyalurannya yang dilakukan oleh Yayasan Baitul 

Maal  dan bagaimana pandangan hukum yang terkait pada perubahan harta wakaf 

tunai. 

Selanjutnya karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh M. Usman 

Efendi berjudul ”Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf 

                                                           
9
 Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di 

Majid Jogokaryan Yogyakarta”, skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas  Islam  Negeri 

Yogyakarta (2011). 
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Uang/Tunai MUI Provinsi Yogyakarta” pada tahun 2011.
10

 Skripsi tersebut 

membahas tentang pendayagunaan dana serta program-program pemanfaatan 

wakaf tunai dan mekanisme penyalurannya di Provinsi DIY. 

Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta” yang ditulis 

pada tahun 2013 oleh  Ashwab Mahasin.
11

 Skripsi yang membahas tentang proses 

pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf, yang hasilnya untuk 

pengembangan pesantren. Tema dan arah skripsi tersebut pada proses perubahan 

harta wakaf tunai yang terjadi di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Depok Sleman 

Yogyakarta.  

Selain itu, penyusun juga menggunakan literatur berupa buku-buku dan 

beberapa karya ilmiah seperti skripsi, penulisan skripsi ini juga menggunakan 

referensi dari website sebagai bahan pendukung dalam penulisan serta dapat 

memberikan kontribusi dalam penelitian skripsi ini. Berdasarkan telaah pustaka di 

atas penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang wakaf tunai 

ditinjau dari hukum Islam. Namun demikian, khususnya pengelolaan dana wakaf 

tunai di LWP NU DIY, penyusun belum menemukan pembahasan tentang etika 

                                                           
10

 M.Usman Efendi, “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/ 

Tunai MUI Provinsi Yogyakarta”, skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta (2011). 

11
Ashwab Mahasin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan 

Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok Sleman 

Yogyakarta”, skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  Negeri Yogyakarta 

(2013). 
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bisnis Islam. Dengan demikian, hal ini menjadikan adanya perbedaan dengan 

skripsi yang terkait tentang pengelolaan dana wakaf tunai dan sebagai bukti 

origisinalitas dari penelitian yang disusun. 

D. Kerangka Teoretik 

Uang adalah “nyawa” perekonomian. Produksi barang dan jasa, pertukaran 

barang, jasa dan pembagian pendapatan serta konsumsi akan berjalan lancar 

dengan menggunakan uang sebagai perantara. Para ahli menjelaskan bahwa uang 

adalah sesuatu yang secara umum diterima guna pembayaran barang dan jasa serta 

berfungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya.
12

 

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Pada awalnya, ia hanya sebagai 

alat tukar, akan tetapi semakin jauh uang menjadi sesuatu yang diperjual belikan. 

Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang tidak 

dapat dijadikan obyek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri, yaitu 

uang dapat dijadikan obyek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S.Pradja juga 

berpendapat bahwa uang boleh dijadikan obyek wakaf.
13

 

Dalam pertimbangan fatwa tentang uang juga dikutip tiga pendapat ulama 

klasik yang relevan dengan wakaf uang: pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w.124 

H) yang menyatakan bahwa hukum mewakafkan dinar adalah boleh (mubāḥ).
14

 

                                                           
12

 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, cet. ke-1 (Bandung: Refika Offset – Bandung, 2008), 

hlm.121. 

13
 Ibid., 125. 

14
 Sebagaimana di kutip oleh Abu Su’ud Muhammad, Risālāt fī Jawāz Waqf al-Nuqūd 

(Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1977) hlm. 20-21. 
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Kedua, pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf dinar dan dirham atas 

dasar istiḥsān bi al-„urf.
15

 Ketiga, pendapat sebagian ulama madzab Syafi’i yang 

diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.
16

 

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam dan dalam aktivitas 

ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanistik. Nilai-nilai 

tersebut sangat diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia 

dalam rangka membangun sumber daya ekonomi agar sejalan dengan misi 

dasarnya sebagai khalifah Allah.  

Misi kekhalifahan ini pula pada prinsipnya yang mendasari prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. Syed Nawab Heidar Naqwi (1985) menguraikan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam ini dengan terma aksioma etika ekonomi Islam yang meliputi : (1) 

Tauhid, (2) Keadilan, (3) Kehendak Bebas, (4) Tanggung Jawab 

1. Tauhid (unity) 

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar 

dari ilmu ekonomi dan praktek bank syariah yang paradigmanya relevan 

dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat difungsionalisasikan ke 

dalam tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi 

mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta 

benda adalah milik Allah semata. 

                                                           
15

 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), VIII: 

162. 

16
 Al-Mawardi, al- Ḥāwī al-Kabīr (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), IX: 379. 
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2. Keseimbangan (equilibrium) 

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk 

membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat 

(keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan 

adanya fungsi sosial bagi harta benda. Melalui prinsip keseimbangan 

pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar peka dalam memberikan 

sumbangan sosial pada yang berhak.  

3. Kehendak Bebas ( free will)  

Kehendak bebas adalah  prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa 

Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam 

perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam 

kerangka tauhid dan keseimbangan.
17

 

4. Tanggung Jawab (responsibility).  

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan 

kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam 

adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
18

 

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam 

sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri 

muslim termasuk di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa 

                                                           
17

 Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal. 81-

84.  

18
 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Islam (Malang: UIN-

MALANG PRESS, 2007), hlm. 17. 
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lembaga wakaf di Indonesia sudah menyebar luas. Dalam sejarah perjalanan 

wakaf, terus berkembang dan bersamaan dengan laju inovasi-inovasi yang 

relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain.
19

 

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari: 

 20ن الله به عليمون وماتنفقوامه شىءفاالبرحتى تنفقوامماتحبله تنالو

Wakaf tunai, jika dikaitkan dengan ekonomi Islam, memberikan jawaban 

terhadap berbagai persoalan yang hampir melanda negara-negara miskin dan 

berkembang. Berbagai analisa telah dilakukan serta beragam teori dan kebijakan 

telah diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Akan tetapi, 

permasalahan kemiskinan sampai saat ini masih melekat dalam kehidupan 

masyarakat di Negara-negara muslim, termasuk Indonesia.  

Wakaf uang yang digagas oleh Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh 

adalah instrument finansial dalam ekonomi syariah selama ini berkisar pada 

murobhah untuk membiayai sektor perdagangan dan muḍārabah atau musyarokah 

untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. 
21

 

Hal ini yang dilakukan oleh Lembaga LWP NU DIY dalam menyalurkan 

dana bagi hasil wakaf tunai sebagai modal usaha bagi usaha mikro yang ingin 

                                                           
19

 Tim Departemen Agama, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf  

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm.10-11. 

20
 QS. Ali Imran (3) : 92. 

21
 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank 

Islam, Bunga Uang Dan Bagi Hasil,Wakaf Uang Dan Sengketa Ekonomi Syariah, cet. ke-1 ( 

Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.43-44. 
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merintis usahanya. Hal ini tentunya tak jauh dari perilaku etika bisnis Islam yang 

dilakukan sebagai makhluk ekonomi. Etika bisnis Islam yang dimaksudkan yaitu 

etika yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam sebagai dasar etika, 

yang mengajarkan manusia bertingkah laku yang baik sesuai ajaran Allah SWT.
22

 

Etika dan integritas kerja dalam pengelolaan dana wakaf sudah tentu akan 

menjadi suatu tuntunan yang wajib dilakukan. Dalam menciptakan etika bisnis 

erat kaitannya dengan moral yang harus diperhatikan antara lain yaitu: 

pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati 

diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan 

tanggung jawab sosial termasuk masalah pengelolaan dan pengembangan dana 

wakaf. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah 

Islam termasuk dalam aspek bermu’amalah pada kaedah umum, “semua boleh 

kecuali yang dilarang”. Hal ini berarti tanggung jawab moral kepada Tuhan atas 

perilaku bisnis harus dipertanggung jawabkan.
23

  

Di Indonesia, studi masalah-masalah etis dalam bidang ekonomi dan bisnis 

mulai dilakukan oleh para ahli, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Titik 

sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan 

bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kesatuan antara ekonomi dan etika ini akan 

semakin jelas pada fase-fase ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, 

                                                           
22

 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis, cet. ke-1 

(Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm.298. 

23
 Fitri Raya, “Pelanggaran Etika Bisnis Terhadap Upah Kerja”, Az-Zarqa‟ Jurnal Hukum 

Bisnis Islam, vol.4, No.2, Desember 2012, hlm.289-290. 
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distribusi, peredaran (sirkulasi) dan konsumsi. Ini berarti tiap langkah perilaku 

ekonomi tak boleh lepas dari konteks etika bisnis. 

Dengan demikian, wakaf tunai sebenarnya adalah instrumen untuk 

membangun perekonomian masyarakat saat ini. Kajian fiqih klasik terhadap fiqh 

muamalah dalam perspektif maqasid syariah (filosofi dan tujuan syariah) 

bermuara pada al-maslahat al-musalah (kemashlahatan universal) termasuk dalam 

upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan rangkaian dalam rangka pemecahan suatu 

permasalahan, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian untuk mencari data secara langsung di LWP NU DIY, data 

penelitian ini dijadikan sebagai data primer atau data yang diperoleh 

langsung dari obyek penelitian pada subyek sebagai sumber informasi 

yang dicari langsung. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian 

pustaka (library research), yakni penelitian yang sumber datanya 

berasal dari pustaka, seperti kitab, buku, jurnal, majalah, surat kabar, 

internet dan lain-lain.
 24

 

                                                           
24

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999) hlm. 

91. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif analitik 

yaitu, mempelajari permasalahan masyarakat yang timbul dalam 

situasi tertentu kemudian dianalisis. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, dimana 

peneliti menggunakan pendekatan penerapan etika atau kaidah moral 

kemanusiaan dalam etika bisnis Islam.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a) Open Interview atau wawancara terbuka, penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara kepada pengelola LWP NU DIY 

maupun dengan penerima dana wakaf, dimana wawancara tersebut 

tidak terlalu terikat dengan pedoman wawancara. 

b) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun, bahkan mengelola 

dokumen yang diperoleh dari LWP NU DIY guna melengkapi 

data-data penelitian yang dilakukan. 

5. Analisis Data 

Apabila data telah terkumpul maka peneliti akan menganalis data 

tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu, penelitian yang 

ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut 

atau perspektif partisipan. Penelitian kualitatif diarahkan lebih dari 

memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori. 
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A. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi  latar belakang masalah dan 

pokok permasalahan dalam penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah 

manfaat yang dapat diambil dan dicapai dalam penelitian. Dilanjutkan dengan 

telaah pustaka yang di dalamnya mengulas tentang penelitian terdahulu yang 

fokus membahas tentang wakaf tunai serta referensi-referensi buku yang mengkaji 

wakaf tunai. Kerangka teoritik merupakan landasan dalam penelitian yang 

dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan. 

Bab kedua dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menguraikan  

gambaran umum wakaf tunai, rukun dan syarat-syarat wakaf tunai, dan 

menjelaskan pengelolaan wakaf tunai secara jelas, sehingga pada bab selanjutnya 

dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pengelolaan dana wakaf tunai di LWP 

NU DIY. Sub bab kedua menguraikan prinsip etika bisnis Islam. 

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum PWNU dan LWP NU DIY, 

menjelaskan tentang struktur keorganisasian, tugas-tugas tiap pengurus,   

kemudian pengelolaan dana wakaf tunai di LWP NU DIY. 

Bab keempat berisi tentang analisa penulis tentang pengelolaan dana 

wakaf tunai di lembaga LWP NU di DIY, penulis menganalisis praktik 

pengelolaan dana wakaf tunai yang dikelola LWP NU DIY, kemudian 

menganalisis tentang pengelolaaan wakaf tunai di tinjau dari etika bisnis Islam. 
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Bab kelima berisi penutup, meliputi kesimpulan dari pokok masalah yang 

diajukan di bab pertama, dan saran-saran dari penelitian untuk membangun 

kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di LWP NU DIY 

Pengelolaan dana wakaf tunai di LWP NU DIY secara garis besar memang 

telah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga 

telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Seperti dalam penghimpunan dana 

wakaf tunai di LWP NU DIY dengan cara mensosialisasikan kepada jamaah 

pengajian atau khalayak umum tanpa adanya paksaan dari pihak nazir. Dana yang 

telah terkumpul pun selanjutnya disetorkan ke Bank BPD DIY Syariah dengan 

menggunakan bentuk simpanan deposito muḍarabah. Pengelola wakaf tunai di 

LWP NU DIY mempertimbangkan dengan menggunakan bentuk simpanan 

deposito maka akan terjamin dana yang telah tersimpan dan mendapatkan dana 

bagi hasil yang akan disalurkan pada mauqūf’ alaih, hal ini selaras dengan 

pendapat Imam Az-Zhuhri yang berpendapat bahwa boleh mewakafkan dinar dan 

dirham. Dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang), 

kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun masih adanya 

kendala dalam penerbitan sertifikat wakaf tunai, alangkah baiknya LWP NU DIY 
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segera menerbitkan sertifikat wakaf tunai sebagai tanda wakaf dari wakif, seperti 

yang tertuang dalam Pasal 29 UU No.41 Tahun 2004. 

2. Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di LWP NU 

DIY 

Etika bisnis menuntut umat manusia untuk selalu mengedepankan syariat 

Islam, menghindari larangan yang berdampak kecurangan dan kerugian dalam 

berbisnis. Dengan berlandaskan etika bisnis Islam diharapkan para pelaku bisnis 

dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam. Kesesuaian prinsip etika 

bisnis Islam yang berpegang pada Prinsip Tauhid (kesatuan/ unity), Prinsip 

Keseimbangan (keadilan/ equilibrium), Prinsip Kehendak Bebas (iktiyar/free 

will), dan Tanggung Jawab (fardh/ responbility) telah diterapkan di LWP NU DIY 

meskipun masih perlu pendampingan khusus untuk mauqūf’ alaih dalam 

menjalankan roda bisnisnya. Dari keempat prinsip tersebut perlu diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, terlebih dalam mengelola dana umat, dari pengelola wakaf 

tunai LWP NU DI maupun dari mauqūf’ alaih alangkah baiknya selalu 

memperhatikan perilaku-perilaku dalam bermuamalah atau dalam berdagang serta 

menghindari hal-hal yang telah menjadi larangan Allah SWT. Pengembalian dana 

pinjaman  bagi hasil dari wakaf tunai sampai saat ini juga belum ada kendala yang 

berarti, hal ini mencerminkan bahwasanya tanggungjawab mauqūf’ alaih kepada 

pengelola wakaf tunai LWP NU DIY telah terpenuhi. Menurut penulis dalam 

pengelolaan wakaf tunai di LWP NU DIY dan juga dalam pentasarrufan dana bagi 

hasil dari wakaf tunai telah sesuai dengan etika bisnis Islam. 
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B. Saran-saran 

1. Saran untuk pengelola LWP NU DIY 

a) Sebaiknya direncanakan penerbitan sertifikat wakaf tunai untuk wakif 

yang ingin berwakaf, semisal berwakaf dengan nominal Rp 100.000,- atau 

Rp 500.000,- akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah agar kepastian hukum barang wakaf 

terjaga selama-lamanya.  

b) Sosialisasi untuk penyuluhan pengembangan usaha mauqūf’ alaih perlu 

didampingi secara berkala sehingga adanya peningkatan pendapatan. 

c) Sosialisasi wakaf tunai perlu lebih digencarkan sehingga masyarakat lebih 

berpengetahuan tentang wakaf tunai dan tidak harus berwakaf dengan 

tanah. Hal ini juga sebagai alternatif masyarakat untuk beramal selain 

infaq, zakat, sadaqah. 

d) Perlu adanya tindak lanjut ketika terjadi resiko kredit macet, ketika dengan 

jalan musyawarah tidak bisa di tindak, alangkah baiknya juga diberi sanksi 

hukum, untuk menghindari resiko kredit macet yang akan terjadi 

kedepannya. 
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TERJEMAN AL-QURAN DAN HADIS 

Hlm fn Terjemah 

BAB I 

13 20 Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

BAB II 

21 5 Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam 

22 7 Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

22 8 Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan. 

23 9 Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada 

tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 

(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya 

itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak 

menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala 

di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

23 10 Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkata Umar r.a berkata 

kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, 

kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang 

lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud 

menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata “tahanlah pokoknya 

dan sedekahkan buahnya pada sabilillah 

39 41 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran. 

40 43 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
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kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

41 45 Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 

seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu 

kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 

perselisihkan." 

BAB IV 

65 4 Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam 

pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk 

oleh muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. 

66 5 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan  

74 9 Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan 

kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama 

menyerahkan diri (kepada Allah). 

75 10 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

79 13 Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 

seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain
[526]

. Kemudian kepada Tuhanmulah 

kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang 

kamu perselisihkan." 

 



 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGURUS LWP NU DIY 

1. Sejak kapan program LWP NU dijalankan? 

2. Apa tujuan dana wakaf tunai di alokasikan sebagai wakaf produktif? 

3. Apakah semua dana wakaf tunai di alokasikan untuk wakaf produktif? 

4. Apakah tugas masing-masing pengurus LWP NU DIY? 

5. Bagaimana cara mensosialisasikan wakaf tunai?  

6. Bagaimana prosedur prosedur berwakaf tunai? 

7. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan wakaf tunai? 

8. Bagaimana proses pengawasan dalam pengelolaan wakaf tunai? 

9. Berapa aset dana wakaf tunai yang sudah terkumpul? 

10. Apakah terdapat beberapa kendala hambatan/ resiko dalam 

pelaksanaanprogram wakaf tunai di LWP NU? 

11. Apakah realisasi program di LWP NU sudah sesuai dengan yang 

diharapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PERTANYAAN MAUQUF’ALAIH 

1. Sejak kapan bapak/ ibu mendapatkan dana pinjaman bagi hasil wakaf tunai 

di LWP NU DIY? 

2. Siapakah perekomendasi bapak/ ibu? 

3. Apakah ada kesulitan dengan persyaratan dalam peminjaman dana bagi 

hasil wakaf tunai di LWP NU DIY? 

4.  Apakah manfaat setelah mendapatkan dana pinjaman tersebut? 

5. Bagaimana mekanisme peminjaman dana bagi hasil wakaf tunai di LWP 

NU DIY? 
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